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WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha
yang kondusif, memberikan kepastian hukum dalam
berusaha, serta melindungi kepentingan umum;

b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian dan
perlindungan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomorl6 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-UndangNomor 17  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan
Djawa Barat;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang . . .



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubahbeberapa kali terakhirdengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemer
intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4713);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL
Memutuskan . . .



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Walikota adalah Walikota Tegal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-
menerus.

Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin
tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha,maupun yangtidakmelakukan
usahayangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, danbentuk badan lainnya usahatetap, danbentuk badan
lainnya.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan wusaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

11. Pemohon . . .
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Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB II
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

Kriteria gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari:
a. sosial kemasyarakatan; dan

b. ekonomi.

Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral
dan/atau ketertiban umum.

Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi ancaman terhadap :

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada
di sekitar lokasi usaha.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 3

Subjek Izin adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan
dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu
yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan
terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat
dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah
memiliki Izin;

c. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah; dan

d. Usaha Mikro dan Kecil dengan kriteria tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4. ..



(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(4)

(1)
(2)

-6 -

Pasal 4

Objek Izin adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,sosial
kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai objek Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

Pemberian Izin merupakan kewenangan Walikota.

Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai
tugas dan fungsinya.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

Pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah/surat sewa
dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;

b. Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi;

c. Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya; dan

d. Akta Pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;

Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak diterimanya
berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Izin diberikan atas nama Pemohon.

Izin memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh
pemegang Izin.

(3) Pemberian . . .
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(3) Pemberian Izin harus sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang dan
Wilayah.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin, wajib :
a. menyusun standar operasional prosedur;

b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak
diskriminatif;

c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;

d. melakukan pemeriksaan administrasi dan penilaian teknis di lapangan;

e. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

f. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
g. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif
terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.

(2) Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf e wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai
dengan alasan yang jelas.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin mempunyai

hak:

a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan
tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;

b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-
lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun,
bersahabat, dan ramah;

e. memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan
minimal yang telah ditetapkan,;

f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan

g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai
mekanisme yang berlaku.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin wajib:

a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas
kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin;

b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;

c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;

d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan

e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 12

Pemegang Izin dilarang menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Izin yang
diberikan.

BAB VII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 13
Jangka waktu berlakunya Izin adalah selama usahanya masih berjalan.
Pasal 14

(1) Setiap pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam
hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan
dari sebelumnya sebagai akibat dari:

perubahan sarana usaha;

penambahan kapasitas usaha;

perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;

perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau

perubahan jenis usaha.

>0 T

(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi
oleh pelaku usaha, Walikota dapat mencabut Izin Usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan Izin
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan Izin, masyarakat berhak
mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian
Izin; dan
b rencana . . .



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(1)

(2)

(3)

b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap
lingkungan dan masyarakat.

Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan
pengaduan atas keberatan atau pelanggaran Izin dan/atau kerugian akibat
kegiatan dan/atau usaha.

Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
mulai dari proses pemberian Izin atau setelah Izin dikeluarkan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika
berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban  melakukan  pembinaan termasuk
meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan
jaringan kerja.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;

c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan

d. perencanaan, penelitian, pegembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 17
Walikota melaksanakan pengawasan terhadap proses pemberian Izin dan
pelaksanaan Izin.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X . ..
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BAB X
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18
(1) Pemberian Izin dipungut retribusi.

(2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, dan
Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan Izin;

c. pencabutan Izin; dan

d. penutupan kegiatan usaha.

(2) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1),
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Penyidikan terhadap pelanggaranPeraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka,;

d. melakukan penyitaan benda atau surat atas izin pengadilan;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik POLRIPolisi Negara Republik Indonesiabahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
atau demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka keluarganya; atau

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BABXIII . ..
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BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal

dan Pasal 14 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6(enam)bulan
dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Semua Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku selama berlangsungnya usaha.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA TEGAL,
ttd
SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
ttd
DYAH KEMALA SINTHA
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 12/2016
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

UMUM

Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari
pembangunan nasional, yaitu rangkaian upaya yang berkesinambungan
dan meliputi seluruh aspek kehidupan yang bertujuan mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan
bersama oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan tugas dan
kewajibannya masing-masing. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama
pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,
membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang bagi
terlaksanannya pembangunan.

Partisipasi dalam pembangunan melalui usaha/kegiatan yang
dilakukan selain berdampak positif juga berpotensi menimbulkan bahaya,
gangguan dan kerugian terhadap masyarakat.

Selama ini Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan upaya
pengendalian terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang
berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara
maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang
perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan
perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi
pelanggar Peraturan Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan
agar pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan
secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap
pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha
dan/atau kegiatan tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan industri“ adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
Yang . ..
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Yang dimaksud dengan “kawasan berikat® adalah Tempat
Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor
dan/atau barang yang berasal dari tempat lain alam daerah
pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya
terutama untuk diekspor.

Yang dimaksud dengan “kawasan ekonomi khusus“ adalah
kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk
menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh
fasilitas tertentu.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yangdimaksuddengan “izin mendirikan bangunan “ adalah
izin mendirikan bangunan yang  diterbitkan oleh
Pemerintah.Daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 . ..



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”izin usaha” adalah suatu bentuk
persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang
(pemerintah) atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh
seorang pengusaha atau suatu perusahaan.

Bentuk izin usaha antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
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